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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Standar Operasional Prosedur 

Pelayanan Administrasi Sertifikat Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kota Kupang, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Efekti dalam keberhasilan pelaksanaan standar operasional prosedur dalam 

pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat dan ketepatan sasaran 

sudah cukup baik, tetapi pelaksanaanya kurang berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan karena ada kendala-kendala yang dihadapi seperti 

kurangnya petugas lapangan dan alat-alat yang di perlukan dalam 

pengukuran lahan/tanah. Sedangkan untuk di era pandemi kendala-kendala 

yang dihadapi seperti pembatasan pelayanan dimana berkas setiap harinya 

yang diterima maksimal 10 berkas. 

2. Efisien dalam pelayanan administrasi yang berkaitan dengan waktu dan 

biaya pelayanan sudah cukup baik. Biaya dan waktu pelayanan di atur 

sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, 

sedangkan waktu pelayanan masih adanya kendala yaitu karena kurang 

lengkapnya berkas atau tanah perkara yang membutuhkan penangan yang 

serius sehingga menghambat waktu pelayanan. Kendala yang dihadapi di 

era pandemi yaitu terbatasnya waktu pelayanan. 

3. Pandemi Coronavirus-2019 menimbulkan suatu akibat dalam kegiatan 

sertifikat tanah bagi masyarakat khususnya dalam hal administrasi, 
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masyarakat dituntut agar dapat cakap dan intelek dalam hal digital atau 

elektronik. Hal ini dapat dilihat dari inovasi yang ditemukan yaitu adanya 

antrean daring untuk pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Kupang 

dan aplikasi “Sentuh Tanahku” yang memuat informasi dan data mengenai 

sertifikat tanah, sehingga masyarakat dituntut agar mampu menggunakan 

sistem pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Kupang secara daring.  

4. Akibat yang timbul karena pandemi Coronavirus-2019 di Kantor 

Pertanahan Kota Kupang yaitu pencapaian target menurun, hal ini terlihat 

dari penurunan jumlah peneribatan sertifikat tanah menurun yang terhitung 

sejak awal januari 2020 sampai dengan sekarang hanya 3000 sertifikat. 

Sedangkan sebelum pandemi bisa sampai 8000 sertifikat pertahun.  

6.2 Saran 

1. Saat pandemi Coronavirus-2019 disarankan agar masyarakat dapat 

menerima dan melaksanakan inovasi yang dilakukan oleh Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kota Kupang yaitu sistem pelayanan publik yang 

berbasis digital atau elektronik. Disarankan juga agar Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kota Kupang membuat suatu ajaran, bimbingan atau 

arahan baik secara langsung maupun daring agar masyarakat dapat 

mengerti dan dapat melaksanakan penggunaan pelayanan publik yang 

berbasis online tersebut.  

2. Atas akibat yang ditimbulkan pandemi Coronavirus-2019 yaitu 

menurunnya target pada penerbitan sertifikat tanah, disarankan agar 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang melakukan pelatihan 

untuk meningkatkan soft skill kepada pegawai-pegawainya. Pelatihan 
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kepada para pegawai ini bertujuan agar pegawai tersebut bekerja lebih 

keras saat sebelum terjadinya pandemi Coronavirus-2019 guna mencapai 

target dalam yang telah ditetapkan oleh Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kota Kupang.  

3. Disarankan agar Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang agar 

membuat kebijakan standar operasional prosedur yang jelas dan tegas 

mengenai protokol kesehatan dan sistem pelayanan publik yang bersifat 

online. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat beradaptasi, menerima dan 

melaksanakan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat yang 

seluruhnya bersifat digital atau elektronik tersebut yang dalam hal ini 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang nantinya dapat 

menyejahterahkan masyarakat, sehingga Kantor Badan Pertanahan  

Nasional Kota Kupang dapat merealisasikan pelayanan publik yang 

sederhana dan akuntabel guna tercapainya good governance dan 

terwujudnya kepastian hukum. 

4. Disarankan agar Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang lebih 

meningkatkan sarana dan prasarana seperti ruang tunggu, tempat cuci 

tangan, serta protokol kesehatan yang harus lebih ditingkatkan lagi.



 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Kasubag dan Pegawai Pelayanan Administrasi Sertifikat Tanah 

Hari/tanggal      : 

Nama :  

Usia :  

Jabatan :  

Alamat :  

 

1. Efektif 

a. Keberhasilan pelaksanaan SOP yang sudah ditetapkan: 

1) Apakah di Kantor BPN menerapkan standar operasional prosedur? 

2) Bagaimana keberhasilan pelaksanaan SOP yang ditetapkan Badan 

Pertanahan Nasional Kota Kupang? 

3) Apakah ada faktor penghambat dalam pelaksanan SOP sebelum dan 

sesudah era pandemi? 

b. Tepat Sasaran: 

1) Apakah SOP yang di terapkan sudah tepat sasaran? 

2. Efisien 

c. Waktu dan biaya pelayanan administrasi sertifikat tanah 

1. Apakah ada biaya tambahan setekah penerapan SOP era pandemi? 

2. Apakah ada biaya administrasi dalam pelayanan sertifikat tanah? 

3. Berapa lama waktu dalam pengurusan sertifikat tanah? 

4. Adakah  kritik, saran atau masukan terhadap SOP pelayanan 

 administrasi sertifikat tanah. 

B. Masyarakat yang mendapat pelayanan administrasi sertifikat tanah 

Hari/tanggal      : 

Nama :  

Usia :  

Pekerjaan :  

Alamat :  

 

1. Efektif 

d. Kepuasan pelanggan dalam pelayanan administrasi sertifikat tanah 

1. Menurut bapak/i bagaimana pelayanan administrasi sertifikat di 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang? 



 
 

2. Apakah bapak/i merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Badan 

Pertanahan Nasional Kota Kupang? 

3. Adakah  kritik, saran atau masukan terhadap SOP pelayanan 

administrasi sertifikat tanah? 

 Tepat sasaran 

1. Menurut bapak/i apakah pelayanan administrasi sertifikat tanah yang 

dijalankan sudah tepat sasaran? 

2. Efisien: 

 Biaya dan waktu pelayanan administrasi sertifikat tanah 

1. Apakah ada biaya administrasi dalam pelayanan administrasi 

sertifikat tanah? 

2. Berapa lama waktu dalam pengurusan sertifikat tanah? 
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